
BUPATI TORA.'A UTARA

PERATURAN BUPATI TORA"IA UTARA
NOMOR 4 TrEtrN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARruT^-T

DI KABUPATEN TORA"IA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORA"IA UTARA,

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tora.ia
Utara, maka perlu melakukan penambahan jaringan
untuk menjangkau daerah terpencil yang disesuaikan
dengan jumlah penduduk;

b. bahwa penambahan jaringal Organisasi Dinas
Kesehatan merupakan perwujudan dari pemerataan
pembangunan, peningkatan dan pendekatan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu
membentuk UPTD Puskesmas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan
Organisasi Unit Pelaksana Teloris Dinas Pusat
Kesehatan Masyaralat Dinas Kesehatan Kabupaten
Tora.ja Utara di Kabupaten Toraja Utara.

l. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentartg
Pokok-Pokok Kepegawaian (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169'
Tambahan lrembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
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Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara.femgrintah Pusat

i"" 
---p"f,"ti"tahan Daerah (Lembaran Negara

ilprurii--- r"ao"""i" Tahun 2'Oo4 Nomgr 126'

i;b;." Irmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara
Sulawesi Selatan (kmbaran Negara

di Propinsi
Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Icmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perudang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l
Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tora-ja Utara Nomor 5
Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tor4ia
Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Daerah Kabupaten Tora.ja Utara Nomor 2);



Menetapkan

11. Peraturan Daerah Kabupaten Torqja Utara Nomor 8
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara
(tembaran Daerah Kabupaten Torqia Utara Tahun
2O1O Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tora-ja Utara Nomor 1l
Tahun 2OlO tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan
lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Torqia Utara Tahun
20ll Nomor 11, Tambahan kmbaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Nomor l3);

14. Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2Ol2 tenlang
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teloris
Dinas (UPTD) Puskesmas, Pusat Rehabilitasi Kusta,
dan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten
Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2Ol2 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI UNIT PEI,AKSANA TEKNIS DINAS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TORA"IA UTARA DI KABUPATEN TORA"IA
UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah Otonom sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintah Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.
4. Dinas addah Dinas Kesehatan Kabupaten Torqla

Utara.
5. Kepa.la Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Tora.ja Utara.
6. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis

Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tora-ja Utara.
7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata

Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Toraja Utara.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya
disingkat (UPTD) adatah Unit Pelaksana Telaris Dinas
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara.



BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA

UPTD PUSKESMAS
Bagran Kesatu
Pembentukan

Pasa] 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :

a. UPTD Puskesmas Ma'dong;
b. UPTD Puskesmas Ranteuma; dan
c. UPTD Puskesmas Bokin.

(2) Dengan terbentuknya UPTD Puskesmas sebagaimana
dimaksud pada ayat (l), maka UPTD Puskesmas di
Daerah beljumlah 25 (dua puluh lima) yaitu :

a. UPTD Puskesmas Rantepao;
b. UPTD Puskesmas L,aangtanduk;
c. UPTD Puskesmas Tallunglipu;
d. UPTD Puskesmas Tondon;
e. UPTD Puskesmas Nanggala;
f. UPTD Puskesmas Tikala;
g. UPTD Puskesmas k*po;
h. UPTD Puskesmas Taba';
i. UPTD Puskesmas Pangala';
j. UPTD Puskesmas Baruppu';
k. UPTD Puskesmas Rantepangli;
l. UPTD Puskesmas Balusu;
m. UPTD Puskesmas Sa'dan Malimbong ;

n. UPTD Puskesmas Bangkelekila';
o. UPTD Puskesmas Kapala Pitu;
p. UPTD Puskesmas Sopai;
q. UPTD Puskesmas Pasang;
r. UPTD Puskesmas Buatallulolo;
s. UPTD Puskesmas Tombagkalua';
t. UPTD Puskesmas Buntao';
u. UPTD Puskesmas Rantebua ;
v. UPTD Puskesmas Awan Rantekarua;
w. UPTD Puskesmas Ma'dong
x. UPTD Puskesmas Ranteuma; dan
y. UPTD Puskesmas Bokin.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan
Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan UPTD
Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara,

10. Wilayah Ke4'a adalah Wilayah Kerja UPTD pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Tora.ia Utara.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan
hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan
sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung
kelancaran tugas dan fungsi UPTD.



Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(l) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud datam Pasal
2 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas
Kesehatan.

(2) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) membawahi :

a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Petugas Operasional Upaya Kesehatan Perorangan

(UKP);
c. Petugas Operasional Upaya Kesehatan Masyarakat

(UKM); dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Ketentuan mengenai uraian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan pada UPTD Puskesmas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Bupati.

Bagian Ketiga
Wilayah Ke{a

Pasal 4

Wilayah ke{a UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat(ll adalah:
a. UPTD Puskesmas Ma'dong berkedudukan di L,embang

Ma'dong Kecamatan Dende Piongan Napo dengan
wilayah ke{a sebagran wilayah Dende Piongan Napo ;

b. UPTD Puskesmas Ranteuma berkedudukan di
Kecamatan Buntu Pepasan dengan wilayah ke{a
sebagian wilayah Kecamatan Buntu Pepasan; dan

c. UF'TD Puskesmas Bokin berkedudukan di Lembang
Bokin Kecamatan Rantebua dengan wilayah kerja
sebagian wilayah Kecamatan Rantebua.

Pasal 5

(1) Dengan terbentuknya UPTD Puskesmas Ma'dong
sebagaimana dimaksud ddam Pasal 2 ayat lll huruf a,
maka wilayah ke{'a UPTD Puskesmas Pasang dikurangi
dengan wilayah ke{a UPTD Puskesmas Ma'dong
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.

(2) Dengan terbentuknya UPTD Puskesmas Ranteuma
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b,
maka wilayah kerja UPTD Puskesmas Taba dikurangi
dengan wilayah kerja UPTD Puskesmas Ranteuma
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.

(3) Dengan terbentulorya UPTD Puskesmas Bokin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll huruf c,
maka wilayah keq'a UPTD Puskesmas Rantebua
dikurangi dengan wilayah kerja UPID Puksesmas
Bokin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.



BAB III
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 6

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

(1) Pembiayaan atas terbentuknya UPTD Puskesmas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
meliputi:
a. pengadaan bangunan gedung;
b. pengadaan perlengkapan kantor (mobiler);
c. pengadaan alat kesehatan; dan
d. pengadaan atau penempatan pegawai pada jabatan

struktural dan jabatan fungsional.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bangunan,
perlengkapan kantor, dan alat kesehatan yang sudah ada
dan diperuntukkan penggunaan dan pemanfaatan dalam
pelayanan kesehatan merupakan barang milik Daerah.

Pasal 9

Pengoperasian atau pelayanan kesehatan pada UPTD
Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(l) Tugas pokok dan fungsi Kepala UPTD Puskesmas dan
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPID Puskesmas
sefagnimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat
(21 huruf a berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati
Toraja Utara Nomor 60 Tahun 2012 tentang Organisasi

(l) Jabatan pada UPTD Puskesmas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diisi oleh
Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas
Kesehatan.

(3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Dan Tata Ke{a Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Puskesmas, Pusat Rehabilitasi Kusta, dan Gudang
Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara
(Berita Daerah Kabupaten Tora.ja Utara Tahun 2012
Nomor 60).

(2) Tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional UPTD
Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) huruf b, huruf c, dan huruf d berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 11

(1) Pelantikan Pejabat Struktural pada UPID Puskesmas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (U
dilaksanakan paling lambat I (satu) tahun setelah
Peraturan Bupati ini diundangkan.

(2) Penempatan Pejabat Fungsional pada UPTD
Puskesmas selageiman6 dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja
Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada 4 Januari 2011

BUPATI A UTARA,

FREDERI RRING

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal ) Januari 2013

SE S DAERAH
N RA"IA UTARA,

LEWARAN tsI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 4

F


